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KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN (FKK)

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara
Nomor 4846)

3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor §14)

4 Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan
Standar Operasional Prosedur (Berita Negara Tahun
2017 Nomor 948)

1

Wajib dilengkapi kelengkapan berkas data dukung yang ditentukan

Keterkaitan

Peralatan

1 Penelitian Perorangan 1 ATK

2 Penelitian Sedang Berkelompok 2 Komputer

3 Penelitian Besar 3 Printer
4 Jaringan Internet
5 Kamera

Peringatan

1 Apabila berkas persyaratan data dukung tidak
lengkap maka proses pelaksanaan Forum Komunikasi
Kelitbangan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi
Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag A
NO Uraian Kegiatan Kepaln Badan | e a s W ya rertyaeitic A S 3 ta R b nig R OB i [ e e Ket
Badan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Lith Laut, Sungai, Masyarakat dan Masyarakat Umum
AETARE Danau dan Publikasi dan Hukum
Penyeberangan/
Udara

Mengintruksikan pelaksanaan
1 |Forum Komunikasi Kelitbangan ( } Term Of Service (TOR) 1 jam Disposisi

(FKK)

Mempelajari arahan Kepala |

Badan dan memerintahkan rapat . oo i . i s
2 5 1 jam 5

persiapan pelaksanaan Forum Cippesial J Disposisi

Komunikasi Kelitbangan (FKK)

Menyelenggarakan Rapat T rm—
3 |Persiapan Pelaksanaan Forum i si'si 2 Jam Notulen rapat

Komunikasi Kelitbangan (FKK) po

Menyusun Konsep SK im P soar
4 [Pelaksanaan Forum Komunikasi Notulen rapat 1 Jam Konsep SK Tim Penyelenggara

Kelitbangan (FKK)

Kegiatan dan disposisi




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi
= ; Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag ]
NO Uraian Kegiatan Kepala Badan | S e cantm i oA/ [SData MHubingan || Hubungan | beosaomiol Ket.
Badan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Lith Laut, Sungai, Masyarakat dan | Masyarakat Umuma
SRe Danau dan Publikasi dan Hukum
Penyeberangan/
Udara
Mengoreksi SK Pelaksanaan j Konsep SK Tim Konsep SK Tim Penyelenggara
5 [Forum Komunikasi Kelitbangan Penyelenggara Kegiatan dan 2 Jam Kegiatan dan disposisi yang
(FKK) disposisi telah diparaf
BERi
§ || ineiah St Fellaminn o i Pen eleK: i SK[Z Tilar:m dan| 2Jam K}{z?sg;ain’;TdFi: nyseitingagsra
Komunikasi Kelitbangan (FKK) Snyelenge! iaen & oposalyany
disposisi yang telah diparal telah diparaf
Menetapkan SK Pelaksanaan
Forum Komunikasi Kelitbangan
D rikan Arah
(B dan Memboukan avatian Konsep SK Tim SK TIM Pelaksanaan Kegiatan
Terkait Kelengkapan Administrasi . o "
7 Penyelenggara Kegiatan dan 1 Jam Forum Komunikasi Kelitbangan
dan Menentukan Narasumber disnosisl vine tebh disaal (FKK)
yang akan menjadi Pembicara posist yang el P
pada Pelaksanaan Forum
Komunikasi Kelitbangan (FKK)
Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta,
Menyusun administrasi | Moderator, Pembicara dan Moderator, Pembicara dan
8 |penyelenggaraan Forum Pembahas pada Pelaksaaan 1 hari Pembahas pada Pelaksaaan
Komunikasi Kelitbangan (FKK) Forum Komunikasi Forum Komunikasi Kelitbangan
Kelitbangan (FKK) (FKK)
Mengkoreksi Konsep Undangan Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta,
Peserta, Moderator, Pembicara Moderator, Pembicara dan Moderator, Pembicara dan
9 |dan Pembahas pada Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan 1 hari Pembahas pada Pelaksaaan
Forum Komunikasi Kelitbangan Forum Kemunikasi Forum Komunikasi Kelitbangan
(FKK) Kelitbangan (FKK) (FKK) yang telah diparaf




Forum Komunikasi Kelitbangan
(FKK)

Forum Komunikasi
Kelitbangan (FKK)

Forum Komunikasi Kelitbangan
(FKK)

Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi
i ¥ I i Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag !
NO Uraian Kegiatan Hepala Badan |l e s e (S rA /e i ata i Hnbus pankl | Hubungan || aeaaias : Ket
x Badan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Litban Laut, Sungai, Masyarakat dan | Masyarakat Toaan
= Danau dan Publikasi dan Hukum
Penyeberangan/
Udara
I

Menelaah Konsep Undangan Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta,
Peserta, Moderator, Pembicara Moderator, Pembicara dan Moderator, Pembicara dan
10 |dan Pembahas pada Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan 1 Jam Pembahas pada Pelaksaaan

Menyetujui Konsep Undangan
Peserta, Moderator, Pembicara

Konsep Undangan Peserta,
Meoderator, Pembicara dan

Undangan Peserta, Moderator,
Pembicara dan Pembahas pada

11 |dan Pembahas pada Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan 2 Jam Pelaksaaan Forum Komunikasi
Forum Komunikasi Kelitbangan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) yang telah
(FKK) Kelitbangan (FKK) diparaf

Konfirmasi Kehadiran Tanda Terima Pengml.nan
- . : Undangan dan Ceklist
Mendistribusikan Undangan dan Pembicara, Pembahas, K 2
. Kehadiran Pembicara,
, |Penyiapkan Peralatan dan Moderator dan undangan . =
12 1 Hari Pembahas, Moderator dan
Kelengkapan serta pada Pelaksanaan Forum
. B i : undangan pada Pelaksanaan
Menggandakan Bahan Pembicara Komunikasi Kelitbangan > & :
(FKK) Forum Komunikasi Kelitbangan
(FKK)
K asi ias : ; ;
Mengkonfirmasi Kehadiran Dnﬁrm,m kes'edm'm Konfirmasi Kesediaan sebagai
§ sebagai Pembicara, :
Pembicara, Pembahas dan Pembicara, Pembahas,
; Pembahas, Moderator dan .
13 |Moderator pada Pelaksanaan 1 Hari Meoderator dan undangan pada
S ; undangan pada Pelaksanaan
Forum Komunikasi Kelitbangan Forum Komunikasi Pelaksanaan Ferum
; N K ikasi Keli FKK|
(FKK) Kelitbangan (FKK) omunikasi Kelitbangan ( )
Form konfirmasi Kehadiran . .
s 3 f Konfirmasi Kehadiran
Berkoordinasi dengan Pembicara, Pembicara, Pembahas, .
Pembahas dan Moderator pada Moderator dan undangan PairlBERI,, Eoaialing,
14 5.0 er PE ! I i Ang 1 Hari Moderator dan undangan pada

Pelaksanaan Forum Komunikasi
Kelitbangan (FKK)

pada Pelaksanaan Forum
Komunikasi Kelitbangan
(FKK)

Pelaksanaan Forum
Komunikasi Kelitbangan (FKK)




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi
; F Antarmoda/ Kepala Bagian | Kasubag
NO Uraian Kegiatan Kepala Badan I Jalan dan KA/ | Data, Hubungan | Hubungan L LT Ket
Badan strasi Kelengkapan Waktu OQutput
Litbang Litban, Laut, Sungai, Masyarakat dan Masyarakat o
E Danau dan Publikasi dan Hukum
Penyeberangan/
Udara
i ) T T T Ruang Perlengkapan
Kegiatan, Laptop, Projector, 4 ;
s | | | | I | | I | | I ) Notulensi, Kumpulan Materi
Pelaksanaan Forum Komunikasi ATK, Pointer, Recorder, i :
15 % 1 Hari FKK dan Dokumentasi
Kelitbangan (FKK) Camera, Handycam serta Kesiatan
Materi Forum Komunikasi Al
Kelitbangan (FKK)
Penyusunan Konsep Laporan Notulensi, Kumpulan Materi
16 |Pelaksanaan Forum Komunikasi FKK dan Dokumentasi 3 Jam Honseg Lapf)ran ebsanEan
2 5 Kegiatan FKK
Kelitbangan Kegiatan
e
Memeriksa Konsep Lapcr:m. ) Konsep Laporan honscP Laporan Pelaksanaan
17 |Pelaksanaan Forum Komunikasi i 2 Jam Kegiatan FKK yang telah
zeli Pelaksanaan Kegiatan FKK .
Kelitbangan diparaf
 ——
Menelaah Konsep Laporan Konsep Laporan Konsep Laporan Pelaksanaan
18 |Pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaksanaan Kegiatan FKK 1 Jam Kegiatan FKK yang tclah
Kelitbangan yang telah diparaf diparaf




Konsep Laporan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Menyetujui Konsep Laporan

19 |Pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaksanaan Kegiatan FKK 1 Jam FKK
Kelitbangan yang telah diparaf
Menerima Laporan Pelaksanaan

20 |Forum Komunikasi Kelitbangan L"p"lz:’f '::Lakpslfxnaa“ 1 Jam Disposisi Lanjutan
dan Memberikan arahan disposisi ga




Nomor SOP we. 80\ {1 /12 - BT - 20\8
Tgl. ditetapkan
Tgl Revisi -
sopP Tgl. diberlakukan
BADAN ditetapkan oleh KEPALA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

PENGAJUA

N KLINIK TRANSPORT

Dasar Hukum:

Cara mengatasi:

1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan Di Lingkungan
Departemen Perhubungan

7 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia
nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Peneliti

8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunn Rencana Kerja dan Anggaran
di Lingkungan Kementerian Perhubungan

9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 44
Tahun 2017 tentang perubahan ke dua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nemor PM.189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017

1

—

Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur

12 Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
tentang Pembentukan Tim Studi Klinik Transportasi
Puslitbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

13 Surat Usulan dan/atau Permintaan Kepala Daerah
Tentang Kebutuhan Studi Bidang Transportasi di
Daerah/Lokasi yang bersangkutan

1. Agar setiap permintaan usulan kegiatan dari instansi/ pemerintah
daerah dilakukan cross check kepada pihak yang bersangkutan

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Pelaksanaan Penelitian Kesil/Perorangan
2 SOP Pelaksanaan Penelitian Sedang/Kelompok
3 SOP Pelaksanaan Penelitian Besar/ Swakelola

1 Komputer
2 Perangkat lunak

Peringatan:

1 Apabila setiap permintaan usulan kegiatan dari instansi
atau pemerintah daerah tidak dilakukan cross check
kepada pihak yang bersangkutan, maka proses tidak bisa

dilanjutkan
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Tgl. Ditetapkan

Tgl. Revisi
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Disahkan Oleh 1 KEPALA
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MONITORING PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

S Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan Di
Lingkungan Departemen Perhubungan

7 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu pengetahuan
Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017

9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunn Rencana Kerja dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan

10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan PM 44 Tahun 2017 tentang perubahan ke dua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan

11 Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan
Standar Operasional Prosedur

1 Output dari kegiatan monitoring hasil penelitian adalah laporan
monitoring tindak lanjut hasil penelitian dalam bentuk format
pemantauan dan analisis kemanfaatan hasil penelitian

Keterkaitan Peralatan
1 SOP Monitoring Pelaksanaan Penelitian 1 ATK
2 SOP Monitoring Capaian Target Kinerja 2 Komputer
3 SOP Pengumpulan Data Kinerja Eselon [ 3 Printer
4 Jaringan Internet
5 Kamera

Peringatan

1 Penelitian yang dimonitor adalah penelitian terdahulu
dan hasil dari penelitian tersebut telah diserahkan
kepada si penerima manfaat/pengaju

2 Jumlah penelitian yang akan dimonitor harus
ditetapkan di awal kegiatan monitoring




Pelaksana Mutu Baku
- Kapus Litbang | :
Transportasi ll;enehti t;an -
5 arasumber -
NO Urainh Kegintan Sekretaris| Antarmoda/ Kabid PE ; Ket
& e palaybace o e Jalan dan KA/ EREGIE, Pusat Kelengkapan Waktu Output
Litban ; dewan pakar. D P
oinane Litbang | Laut, Sungai, umvergitas > | Litbang :
Danau dan 2
Penyeberangan/ bappenas)

Menginstruksikan kepada para
1 kapus untuk melakukan Surat usulan an 1 jam Disposiai

monitoring kemanfaatan hasil ( } lembar disposisi

penelitian

Menyusun tim monitoring dan

menginstruksikan tim monitoring disposist kepsia Badan . . o
2 |kemanfaatan untuk dan lembar disposisi 1 jam Disposisi kapus

mengkoordinasikan pelaksanaan

kegiatan

Mengkoordinasikan pelaksanaan konsep Monitoring
3 g;?g;?;%ﬁ?;i?f:;ﬂfﬁ:ga di Disposisi Sesban 1 hari kemanfaatan hasil

1 oy s
enelitian
Badan Litbang P
I

Menﬁarat.hl;an ltj_eny 1a!1;?.{n e \L konsep Monitoring RAB penelitian dan SK

TR L e kemanfaatan hasil 1 jam tim pelaksana yang

monitoring dari masing-masing
kapus/unit kerja

penelitian

telah di sahkan




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi IP;eneliti ian
NO Uraian Kegiatan Kepala Badan |[Per s s Antarmade) (;:::11“;1“‘:1' Habicrs Ket
l;dtban Badan Jalan dan KA/ b ka,r Pusat Kelengkapan Waktu Output
g Litbang Laut, Sungai, i pe 2 > | Litbang
Danau dan u: ML
Penyeberangan/ Sppenas)
N
Melakukan Konsolidasi persiapan \[/

5 tim pelaksana kegiatan Y L L Disposisi . Format monitoring
monitoring penelitian di setiap P ] tindak lanjut
unit kerja (masing-masing pusat)

Memeriksa dan menyetujui o
o Format monitoring y : : oy

6 |rencana penelitian yang akan tindak laniut 2 hari Disposisi
dilakukan monitor tindak lanjut ! J
Melaksanakan kegiatan v l

7 |monitoring tindak lanjut hasil Disposisi 20 hari Konsep laporan
penelitian dan menyusun laporan

. P Y Y Y
Memeriksa dan menyetujui

8 [konsep laporan monitoring oleh Konsep laporan 3 hari Laporan disetujui
Kepala Pusat
Menyampaikan laporan hasil

9 |monitoring kepada Kepala Badan Laporan disetujui 2 hari Disposisi
Litbang
Memeriksa dan menyetujui Y

10 |menyampaikan ke Kaban { ) Disposisi 2 hari Laporan diterima

tembusan sesbadan




Nomor SOP Ke, 01 ([ (] U~ GLT -~ 108
SOP Tgl. Ditetapkan
BADAN Tgl. Revisi
n PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Tgl. Diberlakukan
PERHUBUNGAN Disahkan Oleh KEPALA
“’; BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
~" PERHUBUNGAN
Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001
PELAKSANAAN PENELITIAN BESAR / SWAKELOLA

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan Di
Lingkungan Departemen Perhubungan

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu pengetahuan
Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunn Rencana Kerja dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan PM 44 Tahun 2017 tentang perubahan ke dua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kenangan Nomor 78/PMK.02/2017

Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan
Standar Operasional Prosedur

1 Pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan

Keterkaitan

Peralatan

1 SOP Pengajuan Klinik Transport
2 SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penelitian
dan Pengembangan

3 SOP Pelaksanaan Evaluasi Hasil Penelitian

1 ATK
2 Komputer

3 Printer
4 Jaringan Internet
5 Kamera

Peringatan

1 Apabila salah satu tahapan terlambat maka
pelaksanaan penelitian juga akan terhambat




Pelaksana

Mutu Baku

Kapus Litbang

Transportasi Peneliti dan Kabid
O et Kepala Antarmoda/ Narasumber Pusat Pengusnl/I S
raian Kegiatan eterangan
Badan Jalan dan KA/ (Panel ahli, |Litbang / i Kelengkapan Waktu Outpat
Litban Laut, Sungai, | dewan pakar, | Kabag Terkait
g Danau dan universitas, |Sekretari
Penyeberangan/| bappenas) at Badan
Udara
Memberikan
dlsposml/Araha.r.l teckait . - Isu strategis : Arahan
pelaksanaan kajian besar - Surat usulan . |- Disposisi Kepala .

1 : 5 1 hari Menhub, Hasil FGD,
berdasarkan renstra, usulan lembar disposisi Badan Workehon, all
daerah, usulan sub. sektor P
dan isu strategis.

Penyusununan telaah
Memberikan arahan untuk . . tidak dilakukan pada
menyusun telaah guna ~Disposisi Kepala - Disposisi Kepala usulan penelitian isu

2 : Badan dan lembar 1 hari ; . e
pemberian penugasan : = Puslitbang strategis. Penelitian isu

s disposisi .
pelaksanaan penelitian strategis tahapan
langsung ke no 4
- Disposisi Kepala - Undangan kepada
Melakukan Pembahasan Puslitbang pengusul / instansi Penyusunan telaah tidak

3 |dan Penyusunan telaah - Undangan kepada | 10 hari |terkait dilakukan pada usulan
kebutuhan penelitian pengusul atau - Dokumen telaahan penelitian isu strategis

instansi terkait yang telah disetujui

4 Menetapkan Tim - Dokumen telaahan 3 hari |- Surat Keputusan Tim

pelaksanaan penelitian

yang telah disetujui

Penelitian




Pelaksana

Mutu Baku

Kapus Litbang

: Transportasi Peneliti dan Kabid
56 o i . Kepala Antarmoda/ Narasumber Pusat Pengusul/I K
raian Kegiatan : eterangan
2 Fadan | Jalan dan KA/ (Panel ahli, |Litbang / T Kelengkapan Waktu Output
Litban Laut, Sungai, | dewan pakar, Kabag Terkait
g Danau dan universitas, | Sekretari
Penyeberangan/| bappenas) at Badan
Udara
v
Menyusun Kerangka \]/ -
N v Peneliti termaksud
5 Acuan/term of reference - Surat Keputusan 20 hari |- Konsep Kerangka Pelaltsans dem
(TOR) dan Jadwal Tim Penelitian acuan (TOR) -
o~ Pembimbing
pelaksanaan penelitian | |
- ¥
P t T
stechijian. TOR dan - Konsep Kerangka . |- Kerangka acuan (TOR)
6 |Jadwal Pelaksanaan 1 hari | . T
o acuan (TOR) disetujui
Penelitian
Melaksanakan rapat/FGD \l, - Konsep Laporan pelalcsanannapat/FOn
- Kerangka acuan ; perumusan laporan
7 |Perumusan laporan : ., 1 hari [Pendahuluan :
shdabiiTaan (TOR) disetujui Notulensi pendahuluan dilakukan
p sebanyak 2 kali
] Menyusun Laporan - Konsep Laporan 20 hari |- Konsep Laporan
Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Melak k
G2 sana Al , v \L v v - Konsep Laporan . |- Laporan Pendahuluan .
9 |pembahasan/seminar 1 hari | . e Seminar 1
Pendahuluan disetujui
laporan pendahuluan I l I
Melaksanakan survey, - Laporan
1 % j
10 |Pengo ahan data Pendahuluan, 50 bl |- Date, hiasil penelitian Tergantung jumlah

penyusunan perumusan
laporan antara

- Pedoman survey,
- Surat ijin survey,

studi




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi Peneliti dan Kabid
7o R Kepala Antarmoda/ Narasumber Pusat Eemgusnill e
raian Kegiatan 1 eterangan
Badan Jalan dan KA/ | (Panel ahli, |Litbang / T SR Kelengkapan Waktu Output
Litban Laut, Sungai, | dewan pakar, | Kabag Terkait
g Danau dan universitas, | Sekretari
Penyeberangan/| bappenas) at Badan
Udara
J ¥ pelaksanaan rapat/FGD
11 Melakukan rapat/FGD - Data hasil 1 hari |- Konsep laporan antara perumusan laporan
perumusan laporan antara penelitian hasil diskusi antara dilakukan
| | sebanyak 2 kali
- Konsep laporan :
12 M L. 20 hari |-
enyusun Laporan antara antara hasil diskusi Konsep laporan antara
Melaksanakan J 1 2 \ _ Konsen laboran - Notulensi hasil
13 |Pembahasan/Seminar t(;ra PR 1 hari |pembahasan Laporan Seminar 2
laporan antara T an Antara
L L T ]
Penyempurnaan laporan - Notulensi hasil - Laporan Antara
14 |antara sesuai hasil pembahasan 20 hari |- Laporan antara
pembahasan - Laporan Antara disetujui
Niclslsaiialan Fapat/RGD \L \L - Notulensi pelaksanaan rapat/FGD
15 |perumusan rancaI.Jn an - Laporan antara 1 hari | Konsep rancangan REIUMYSan rencangan
Fa oran akhir 8 P laporan akhir hasil laporan akhir dilakukan
p l T diskusi sebanyak 2 kali




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi Peneliti dan Kabid
NO Uraian Kegiat Kepala Antarmoda/ Narasumber Pusat Pengusul/I Ket
raian Kegiatan eterangan
Badan Jalan dan KA/ (Panel ahli, | Litbang / nstansi Kelengkapan Waktu Output &
Litban Laut, Sungai, | dewan pakar, Kabag Terkait
€ Danau dan universitas, | Sekretari
Penyeberangan/| bappenas) at Badan
Udara
v
Menyusun rancangan T - Konsep rancangan - Konsep rancangan
16 yu . g laporan akhir hasil 20 hari p rancang
Laporan akhir . - laporan akhir
diskusi
Melaksanakan \L \ N\ \|/ \l/ - Konsep rancangan i 5;22;2:;2%“
17 |Pembahasan/Seminar laporan akhir hasil 1 hari |P Seminar 3
. ) . - Rancangan Laporan
rancangan laporan akhir diskusi .
akhir
Menyempurnakan - Notulensi hasil
18 [Fancangan laporan akhlr. . A 2 pembahasan 20 hari |- Laporan akhir
sesuai pembahasan menjadi - Rancangan laporan
laporan akhir akhir
Memeriksa laporan akhir A - Laporan akhir,
19 |dan menyajikan kepada - Laporan akhir 7 hari |- Berita acara serah
Kapus terima
e - Laporan akhir,
20 mcn’y crahkan laporan akhir - Laporan akhir 1 Hari |- Berita acara serah
ke Kapus .
T terima
Menyetujui laporan akhir ‘[' - Laporan akhir,
21 [dan menyampaikan kepada - Laporan akhir 1 Hari |- Berita acara serah
Kepala Badan terima
Menyetujui laporan akhir ¥ - Desiminasi hasil
dan menyerahkan hasil . penelitian
L. - Laporan akhir, . .
29 penelitian kepada pengusul - Berita acara serah | 2 hari | Rekomendasi studi Seminar 4
(BASTO) Pelaksanaan ) i - Berita Acara Serah
NS . . terima . .
desiminasi/seminar hasil Terima Operasional
penelitian - Laporan akhir




SOP
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Nomor SOP : Ke.801 (1 /6 - GLT - 1018

Tgl. Ditetapkan

Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
Disahkan Oleh 4 KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

Dasar Hukum

PELAKSANAAN PENELITIAN KECIL/PERORANGAN

Cara Mengatasi

1 UU Nomeor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan Di
Lingkungan Departemen Perhubungan

7 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia
nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Peneliti

8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunn Rencana Kerja dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan

9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 44
Tahun 2017 tentang perubahan ke dua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017

11 Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur

1 Pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan

Keterkaitan Peralatan
1 SOP Pengajuan Klinik Transport 1 ATK
2 SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penelitian dan| 2 Komputer
3 SOP Pelaksanaan Evaluasi Hasil Penelitian 3 Printer
4 Jaringan Internet
5 Kamera

Peringatan

1 Apabila salah satu tahapan terlambat maka pelaksanaan
penelitian juga akan terlambat




Pelaksana Mutu Baku
Peneliti
Kapus Litbang | (Pembimbing,
Transportasi Pelaksana, Kabid
e S Kepala Antarmoda/ Jalan| Penunjang) Pusat Penguatl e
raian Kegiatan eterangan
Badan gan K‘f\/ Laut s LA an ey Instansi Kelengkapan Waktu Output
Litban Sungai, Danau Narasumber Kabag Terkait
g dan (Panel ahli, |Sekretaria
Penyeberangan/ | dewan pakar, | t Badan
Udara universitas,
bappenas)
Memberikan
dlspomm/Araha? terkaJF ‘ N Isu strategis : Arahan
pelaksanaan kajian kecil - Surat usulan lembar . |- Disposisi Kepala .
1 . . 1 hari Menhub, hasil FGD,
berdasarkan usulan daerah, disposisi Badan
; Workshop, dll
usulan sub. sektor dan isu
strategis.
Penyusununan telaah
Memberikan arahan untuk - i tidak dilakukan pada
menyusun telaah guna - DiSHeeletiepria - Disposisi Kepala usulan penelitian isu
2 TUS &u Badan dan lembar 1 hari P pate P .
pemberian penugasan ) o Puslitbang strategis. Penelitian
fs disposisi ; :
pelaksanaan penelitian isu strategis tahapan
langsung ke no 4
- Di isi Kepal -
1§p03151 epala Unclanga,lp kepac?a Penyusunan telash
Melakukan pembahasan dan Puslitbang pengusul/instansi . .
. . tidak dilalkkukan pada
3 |penyusunan telaah - Undangan kepada 5 hari [terkait e
i : : usulan penelitian isu
kebutuhan penelitian pengusul/instansi - Dokumen telaahan StratiEs
terkait yvang telah disetujui &
4 Menetapkan Tim - Dokumen telaahan 2 hari |” Surat Keputusan Tim
pelaksanaan penelitian T yang telah disetujui Penelitian




NO

Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Peneliti
Kapus Litbang (Pembimbing,
Transportasi Pelaksana, Kabid Pusat
Antarmoda/ Jalan| Penunjang)
Kepala dan KA/ Laut A Litbang / | Pengusul/
‘Badan 2 Kabag Instansi Kelengkapan Waktu Output
i Sungai, Danau Narasumber
Litbang Sekretariat | Terkait
dan (Panel ahli, Bad
Penyeberangan/ | dewan pakar, Sean
Udara universitas,
bappenas)

Keterangan

Menyusun Kerangka
Acuan/term of reference

e

—

- Surat Keputusan

- Konsep Kerangka

Peneliti termaksud

5 : L 10 hari Pelaksana dan
(TOR) dan Jadwal Tim Penelitian acuan (TOR) .
.. Pembimbing
pelaksanaan penelitian
[ ]
1 I Peneliti termaksud
-S t K t .- K k.
6 |Rapat Perubahan TOR | | | I : e e.p.u Hsan 1 hari Kansep Kerangke Pelaksana dan
Tim Peneliti acuan (TOR) i e
I I Pembimbing
| J
Persetujuan TOR dan Jadwal - Konsep Kerangka . |- Kerangka acuan (TOR)| Penandatanganan
7 E 1 hari | . o
Pelaksanaan Penelitian acuan (TOR) disetujui SPTUM
E——
8 Menyusun Laporan - Kerangka acuan 20 hari |° Konsep Laporan
Pendahuluan (TOR) disetujui Pendahuluan
Melaksanakan Konsenp Laporan - Laporan Pendahuluan
9 |Pembahasan/FGD laporan P.~2h 1 hari |disetujui
Pendahuluan ;
pendahuluan - Nolutensi
| |
Melaksanakan survey, - Laporan - Data
10 pengolahan data & analisis, Pendahuluan 30 hari | Hasil Analisis

serta penyusunan rancangan
laporan akhir

- Pedoman survey
- Surat ijin survey,

- Rancangan Laporan
Akhir

~_ -




Pelaksana Mutu Baku
Peneliti
Kapus Litbang (Pembimbing,
Transportasi Pelaksana, Kabid Pusat
: Antarmoda/ Jalan| Penunjang)
NO Uraian Kegiatan Kepala dan KA Alaut g Litbang / | Pengusul/ Keterangan
Badan 5 Kabag Instansi Kelengkapan Waktu Output
Sungai, Danau Narasumber
Litbang Sekretariat | Terkait
dan (Panel ahli, Badin
Penyeberangan/ | dewan pakar,
Udara universitas,
bappenas)
Melakukan Pembahasan \|\y/ T I - Natalensi hazil
- Rancangan Laporan . |pembahasan
11 |FGD/rancangan laporan . 1 hari
akhir Akhir - Rancangan laporan
| [ [ | akhir
Penyempurnaan rancangan - Notulensi hasil
laporan akhi i hasil
12 |laporan akhir sesuai hasi pembahasan S haes |- Eaporan i
pembahasan menjadi laporan - Rancangan laporan
akhir akhir
)
Memeriksa laporan akhi
7 poran akhir - Laporan akhir
penelitian dan menyusun ; s .
13 ; / - laporan akhir 3 hari |- Berita acara serah
berita acara serah terima :
. " terima
hasil penelitian
menyerahkan laporan akhir ) Lap.oran aldhie s | Lap.oran Al
14 ke Kapiuia - Berita acara serah 1 hari |- Berita acara serah
terima terima
- |menyetujui laporan akhir dan 3 Lap_oran Bl -0 Lappran iy
15 - Berita acara serah 1 hari |- Berita acara serah
menyerahkan ke Kaban . ;
terima terima
Menyetujui laporan akhir dan B Desi.n.linasi hasil
menyerahkan hasil penelitian - Laporan akhir penslitan 3
16 |kepada pengusul (BASTO) - Berita acara serah 2 hari | Relomentasi study

Pelaksanaan desiminasi
hasil penelitian

terima

- Berita Acara Serah
Terima Operasional
- Laporan akhir




SOP
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Nomor SOP

KQ. o1 (1 [9 - BLT - 2018

Tgl. Ditetapkan

Tgl. Revisi

Tgl. Diberlakukan

Disahkan Oleh

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

PELAKSANAAN PENELITIAN SEDANG / Kl

El

LOMPOK

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan Di
Lingkungan Departemen Perhubungan

7 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu pengetahuan
Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunn Rencana Kerja dan
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan

9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan PM 44 Tahun 2017 tentang perubahan ke dua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017

11 Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan

Standar Operasional Prosedur

1 Pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan

Keterkaitan Peralatan
1 SOP Pengajuan Klinik Transport 1 ATK
2 SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penelitian | 2 Komputer
dan Pengembangan
3 SOP Pelaksanaan Evaluasi Hasil Penelitian 3 Printer
4 Jaringan Internet
5 Kamera

Peringatan

1 Apabila salah satu tahapan terlambat maka
pelaksanaan penelitian juga akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi Peneliti dan Kabid
O e Kepala Antarmoda/ Narasumber Pusat Pengusul/I et
raian Kegiatan eterangan
' Badan e e dy s A RuLthan e nstansi Kelengkapan Waktu Output
Litban Laut, Sungai, | dewan pakar, | Kabag Terkait
g Danau dan universitas, | Sekretari
Penyeberangan/| bappenas) at Badan
Udara
Memberikan
: i s kai .
dJSPOSLSl/Araha? terkait : o i Isu strategis : Arahan
pelaksanaan kajian besar Surat usulan . | Disposisi Kepala :
1 . - 1 hari Menhub, Hasil FGD,
berdasarkan renstra, usulan lembar disposisi Badan
Workshop, dll
daerah, usulan sub. sektor
dan isu strategis.
. T Penyusununan telaah
Memberikan arahan untuk N Disposisi Kepala | ;1 dilakukan pada
disposisi Kepala Puslitbang, B
menyusun telaah guna : usulan penelitian isu
2 : . Badan dan lembar | 1 hari |undangan kepada : S
pemberian rekomendasi . . . strategis. Penelitian isu
) o disposisi pengusul/instans .
pelaksanaan penelitian : : strategis tahapan
i terkait
langsung ke no 4
Disposisi Kepala
Menyusun telaah guna Puslitbang, dokumen Penyusunan telaah tidak
3 |pemberian rekomendasi | | I l | undangan kepada | 10 hari | telaahan yang | dilakukan pada usulan
pelaksanaan penelitian I | ] pengusul/instansi telah disetujui penelitian isu strategis
I terkait
v
Menetapkan Tim dokumen telaahan .| Surat Keputusan
4 . : - .| 2hari 3 A
pelaksanaan penelitian yang telah disetujui Tim Penelitian
!
:1:1[11;’:/5 IL;H K:;?—Zj%s}iance \L Surat Keput K K - Peneliti termaksud
5 mm [ ura eputusan T heti onsep Kerang Pelaksana dan

(TOR) dan Jadwal
pelaksanaan penelitian

i

Tim Penelitian

acuan (TOR)

Pembimbing




Persetujuan TOR dan
6 |Jadwal Pelaksanaan Konsep Kerongha 1 hari l(erangk.a Ackan
o acuan (TOR) (TOR) disetujui
Penelitian
‘I/ pelaksanaan rapat/FGD
- :‘lelaksanaklan rapat/FGD Kerangka acuan L hiafi Konsep Laporan perumusan laporan
°“;':l:‘sf‘" Aporan (TOR) disetujui Pendahuluan | pendahuluan dilakukan
pendaniuiuan sebanyak 1 kali
8 Menyusun Laporan Konsep Laporan 30 hari Konsep Laporan
Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Melaksanakan N Laporan
9 [pembahasan/seminar Ranseg Laporean 1 hari Pendahuluan Seminar 1
Pendahuluan : A
laporan pendahuluan disetujui
Laporan
10 Melaksanakan survey, Pendahuluan, 10 hari data hasil
pengolahan data pedoman survey, penelitian

surat ijin survey,




Konsep laporan

Konsep laporan

pembahasan

11 |Menyusun Laporan antara P ——— 20 hari 9.0
Melaksanakan _ Konsep laporan Notulensi hasil
12 |Pembahasan/Seminar/FGD | ptarpo 1 hari pembahasan Seminar 2
laporan antara antara Laporan Antara
Penyempurnaan laporan Notulensi hasil
13 |antara sesuai hasil pembahasan 7 hari lap gz'ari a.nt.ara
Laporan Antara et




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi | Peneliti dan Kabid
| Antarmoda/ Narasumber Pusat
NO Uraian Kegiatan Kepala Pengusul/I ; Keterangan
Ay Jalan dan KA/ (Panel ahli, | Litbang / E o Kelengkapan Waktu Output
Litban. Laut, Sungai, | dewan pakar, | Kabag Terkait
£ Danau dan universitas, | Sekretari
Penyeberangan | bappenas) at Badan
/ Udara
Konsep rancangan konsep
14 LMacrL];::u;k;??cangﬂn laporan akhir hasil | 20 hari rancangan
3 diskusi laporan akhir
Melaksanakan J, 1, \|, i Konsep rancangan No;ilgl;lsl ! 22:11
15 [Pembahasan/Seminar/FGD —I | | | I I | I I laporan akhir hasil [ 1 hari pembanas Seminar 3
: . b rancangan
rancangan laporan akhir diskusi ;
I ' | | Laporan akhir
1 1 I J
Menyempurnakan Notulensi hasil
angan la khi ase . .
16 ranC'u.]g'm laporan al ir pembahasan 7 hari Laporan akhir
sesuai pembahasan menjadi rancangan laporan
laporan akhir akhir
=
Memeriksa laporan akhir i . “‘P°Ta" akhir,
17 i Laporan akhir 7 hari berita acara
penelitian :
serah terima
menyampaikan lapaoran Ia.paran akhir, ) Iapo:.'an akhir,
18 2 berita acara serah 1 hari berita acara
akhir ke Kapus . -
terima serah terima
[
Menyetujui dan laporan akhir, laporan akhir,
19 |menyampaikan laporan ke berita acara serah 1 hari berita acara
Kaban terima serah terima
Menyetujui laporan akhir
dan menyerahkan hasil
litian kepad 4 ( ) 5 .
gf::i;: ::1 ‘i gi;u?hp.?::’i';:” laporan akhir, Berita Acara
20 y . berita acara serah | 2 hari Serah Terima Seminar 4

Hasil Pekerjaan (BASTHP)
Pelaksanaan
desiminasi/seminar hasil
penelitian

terima

Operasional




Nomor SOP : <P . Ao\ [y - 6T - T l1

Tgl. Ditetapkan

Tgl. Revisi
T SOP Tgl. Diberlakukan
--‘ff. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN KEPALA
‘\", PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
" PERHUBUNGAN
Ditetapkan oleh
Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001
PELAKSANAAN TEMU KARYA PENELITI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

UU RI Nomor 5 Tahun 2014 ‘I'entang Aparatur

Sipil Negara 1 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

A . ’ &
Negeri Sipil 2 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan sura

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
3 Indonesia (LIPI) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117
Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta

5 Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Perhubungan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1 SOP Pelaksanaan Penelitian Kecil 1 ATK;
2 SOP Pelaksanaan Penelitian Sedang 2 Komputer;
3 SOP Pelaksanaan Penelitian Besar 3 Printer;
4 Lembar Kerja.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan

Apabila salah satu tahapan terlambat maka

Gt 1 Arsip secara manual dan elektronik.
pelaksanaan penelitian juga akan terhambat

Cara Mengatasi:

1 Semua Proses Tahapan dibuat tepat waktu.




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
: o el : Kepala Bagian Pembinaan B! :
No |Uraian Kegiatan i ; : dmin i Ket
& Kepala Badan S%‘;gﬁm Kepegawaian dan Jabatan Peneliti Pcngetxjmur;stram Kelengkapan Walktu output }
Tata Usaha Fungsional dan '
Tata Usaha
Memberikan arahan terkait
1 |Kegiatan temu Karya ( } 1 jam |disposisi
Peneliti
mempelajari arahan Kepala
Badan dan memerintahkan . 55 ; . = %
2 : lembar disposisi 1 jam |disposisi
rapat persiapan
pelaksanaan Temu Karya
Konsep SK Tim
menyelenggarakan Rapat \L J, \l, \L J, Penyelenggara Kegiatan,
3 Persiapan Pelaksanaan di 5 2 iam Tema Kegiatan Temu
Kegiatan temu Karya 1SpOSIst J Karya Peneliti Jadwal
Peneliti Pelaksanaan serta
Tempat Pelaksanaan
Konsep SK Tim
Penyelenggara Kegiatan,
4 Penandatanganan Konsep Tema Kegiatan Temu 1 iam SK Tim Penyelenggara
SK Temu Karya Peneliti Karya Peneliti Jadwal J Kegiatan dan disposisi
Pelaksanaan serta
Tempat Pelaksanaan
memberikan arahan terkait sura_\t PEMOthan
S : penilai & moderator,
kelengkapan administrasi SK Tim Penyelenggara undangan peserta
5 |dan pengumpulan makalah ! Y E6 2 jam By

vang akan dilombakan
dalam Temu Karya Peneliti

Kegiatan dan disposisi

beserta makalah yang
akan dilombakan dalam
Temu Karya Peneliti




Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
: Kepala Bagian Pembinaan i :
3 A i min
Kepala Badan S;k;gt;anns Kepegawaian dan Jabatan Peneliti enga{;lmun;stram Kelengkapan Waktu output
Tata Usaha Fungsional dan
Tata Usaha

Ket

Menyiapkan kelengkapan
administrasi dan

surat permohonan penilai
& moderator, undangan
peserta beserta makalah

konsep undangan bagi

: 4 it ; ilai
6 pengumpu[ap makalah \l’ \L ¢ \I/ vangslkan dilombalkan 14 Hari|tamu undangan, penilai
yang akan dilombakan dan moderator
dalam Temu Karya Peneliti datam Degam Karya
2 Peneliti
Menandatangani undangan \]/ surat permohonan untuk
dan surat permohonan konsep undangan bagi pembahas, penilai dan
7 |pembahas dan moderator tamu undangan dan 1 jam [moderator serta
kegiatan Temu Karya pembahas undangan bagi tamu
Peneliti undangan
surat permohonan untuk
berkoordinasi dengan pembahas, penilai dan
; . |Daftar Nama Pembahas,
8 |pembahas, penilai dan moderator serta 1 hari s
7 Penilai dan Moderator
moderator undangan bagi tamu
undangan
; ; it Rehadi
mengkonﬁrmas_l k.ehadlran Diftar Natia Pembaas, . List Kehadiran =
9 |pembahas, penilai dan s 1 hari |[Pembahas, Penilai dan
Penilai dan Moderator
moderator Moderator
Mendistribusikan undangan tanda terima pengiriman
. undangan dan ceklist
dan menyiaplkan peralatan undangan bagi peserta kesiapan peralatan dan
10 [dan perlengkapan serta & Ep 2 hari PELD

menggandakan materi
Temu Karya Peneliti

dan FAX

perlengkapan serta
menggandakan materi
Temu Karya Peneliti




No

Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
5 Kepala Bagian Pembinaan R ;
Kepala Badan REelany Kepegawaian dan Jabatan Peneliti Eenga st Kelengkapan Waktu output
Badan ; Umum
Tata Usaha Fungsional dan
Tata Usaha

Ket

]

Pelaksanaan Kegiatan Temu

Ruang Pelaksanaan
Kegiatan, Laptop,

notulensi, kumpulan
materi temu karya dan

11 Karya Penalit Projector, ATK, Pointer, ) 8 jam P
Recorder, Camera, Materi ;
pelaksanaan kegiatan
Temu Karya
notulensi, kumpulan
Penyusunan Laporan meteri temu karva dan Konsep Laporan
12 |Pelaksanaan Kegiatan Temu sary 1 hari |Pelaksanaan Kegiatan
Karya Peneliti Holiimentis Temu Karya Peneliti
. pelaksanaan kegiatan s
Memeriksa Laporan v Konsep Laporan s ;
. : . Pelaksanaan Kegiatan
13 |Pelaksanaan Kegiatan Temu Pelaksanaan Kegiatan 1 jam .
Karya Peneliti Temu Karya Peneliti Fema Katya Eenelit
yang telah dperiksa
et Laporn i e pa
14 |Pelaksanaan Kegiatan Temu & 1 jam 8l ary

Karya Peneliti

Temu Karya Peneliti yang
telah dperiksa

Peneliti yang telah
disetujui Kepala Badan




SOP
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Nomor SOP KP. Bol /1 /1C- G_LL%LL
Tgl. Ditetapkan \2 - DESEMEER - 20(
Tgl. Revisi

Tgl. Diberlakukan

Disahkan Oleh

KEPALA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

PENGAJUAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Sistem Nasional
Peneclitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK

4 Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan
Standar Operasional Prosedur

1 Wajib dilengkapi kelengkapan berkas data dukung yang ditentukan

Keterkaitan Peralatan
1 Pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian 1 ATK
2 Pengurusan HAKI 2 Komputer
3 Pelaksanaan Penelitian Perorangan 3 Printer
4 Pelaksanaan Penelitian Sedang Kelompok 4 Jaringan Internet
5 Pelaksanaan Penelitian Besar 5 Kamera

Peringatan

1 Apabila berkas persyaratan data dukung tidak
lengkap maka proses pengajuan Hak Kekayaan
Intelektual terhambat




untuk HAKI

hasil penelitian

Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi Kabid Penyisun
NO Uraian Kegiatan Kepala Badan| Sckretaris J"m] t“‘:::':g / Kabag Data, l;i‘:::;"::: lﬁ;’::::n Kasubid Bahan  |Pengadmini . Ket
x L Badan Peneliti Humas dan Penunjang | Publikasi strasi Kelengkapan Waktu Output
itbang Litbang Laut, Sungai, Publikasi Penunjang Masyarakat Penelitian e e
e Danau dan Penelitian dan Hukum It iaant
: Penyeberangan/ (PTPP)
Udara

Menginstruksikan kepada para
1 kapus untuk melakukan Surat usulan,lembar gt Disposisi

pengajuan hak kekayaan disposisi : B

intelektual (HAKI)

Mengkoordinasikan jumlah dan

jenis penelitian yang akan Surat usulan,lembar . . 5
2 Fi

diusulkan untuk pengajuan disposisi 1 hari Disposist

untuk HAKI

Menelaah hasil penelitian yang 5 w konsep kemanfaatan
C I S — disposisi lihark hasil penelitian

|

Menginventarisasi hasil K I i

4 |penelitian yang akan diajukan DRSEP: Seemalas o 3 jam Disposisi




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi : Kabid R
NO Uraian Kegiatan Sekretaris oy Kabag Data, | |cRgcmbangan S8 Kasubag Kasubid Bahan |Pengadmini Ket
Kepala Badan Jalan dan KA/ Teknologi dan Hubungan
Badan Peneliti Humas dan Penunjang | Publikasi strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Laut, Sungai, Penunjang Masyarakat
Litbang Publikasi Penelitian dan Umum
Danau dan Penelitian dan Hukum Informasi
Penyeberangan/ (PTPP)
Udara
Mengkonsep nota dinas \C
pengajuan hasil penelitian yang surat usulan hasil
5 |akan diajukan untuk HAKI ke Disposisi 3 jam penclitian yang akan
Sekretaris Badan Litbang diajukan untuk HAKI
Perhubungan
—T
. . : 4 surat usulan hasil
Mengoreksi nota dinas pengajuan surat usulan hasil liti I
6 |[hasil penelitian yang akan penelitian yang akan 1 hari gi?fnl:alinu)tﬁnﬁ Z::]
diajukan untuk HAKI diajukan untuk HAKI yi ng telah t‘l‘ipmf
Menelaah nota dinas pengajuan H i
- . e Surat pengajua Surat pengajuan yan,
7 |hasil penelitian yang akan tcsl)ahgdij ar:;ryang tc]i:hgdij arafy g
diajukan untuk HAKI P e
|
Menyetujui usulan pengajuan Sural pengajuan Kapus
& | sl ven sl van s Ekan Surat pengajuan yang Litbang terkait hasil
p yang telah diparal enelitian yang akan

diajukan untuk HAKI

diajukan untuk HAKI




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi Kabid
Penyusun
NO Uraian Kegiatan Kepala Badan Sekretaris J‘:.l:n da:d!:}( / Kabag Data, iz‘;g:;t:);n::: Hub::ag Kasubid ‘Bahan Pengadmini 5 Ket
: B Badan Peneliti Humas dan & Penunjang | Publikasi strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Litban Laut, Sungai, 3 Publikasi Penunjang Masyarakat Penelitian e Umum
£ Danau dan z Penelitian dan Hukum T ey
Penyeberangan/ (PTPP)
Udara
—_————T
Menerima dan Memberikan Surat pengajuan Kapus
9 pengarahan terkait pengajuan Litbang terkait hasil Supst. Disbosisl
hasil penelitian yang akan enelitian yang akan ! P
diajukan untuk HAKI diajukan untuk HAKI
]
Mempelajari usulan pengajuan Surat usulan, Lembar P Surat usulan, Lembar
10 1 hari
HAKI disposisi disposisi
]
Memeriksa usulan pengajuan Ej Surat usulan, Lembar ; Surat usulan, Lembar
11 p +ica 1 hari R P
HAKI disposisi disposisi
Konsep surat pengajuan
12 Menyusun konsep surat usulan Surat usulan, Lembar i hari hasil penelitian yang

pengajuan HAKI

disposisi

akan diajukan untuk
HAKI




Pelaksana Mutu Baku
Kapus Litbang
Transportasi Kabid Penyusun
ofl ot LI e ) Kavagputa, (PnEmbanERn KoL | upia | ahan [pengadmini]
B Badan Peneliti Humas dan Penunjang | Publikasi strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Litb Laut, Sungai, Publikasi Penunjang Masyarakat Peneliti s e
ARE Danau dan Penelitian dan Hukum Informasi
Penyeberangan/ (PTPP) 3
Udara
Konsep surat Konsep surat pengajuan
Mengoreksi surat usulan pengajuan hasil . hasil penelitian yang
13 ; s 1 hari 2
pengajuan HAKI penelitian yang akan akan diajukan untuk
[ diajukan untuk HAKI HAKI yang telah diparafl
Konsep surat ;
. . Konsep surat pengajuan
pengajuan hasil A o
Menelaah surat usulan = hasil penelitian yang
14 . penelitian yang akan R
pengajuan HAKI diai akan diajukan untuk
lajglanuntul HAKI HAKI yang telah diparal
yang telah diparaf yang P
Konsep surat :
2 3 Surat usulan pengajuan
pengajuan hasil hasil penelitian yan
15 penelitian yang akan 1 hari astp an yang

Menyetujui surat usulan HAKI

diajukan untuk HAKI

yang telah diparafl

akan diajukan untuk
HAKI vang telah diparaf

Menerima laporan usulan hasil
penelitian untuk pengajuan HAKI

Surat usulan
pengajuan hasil

penelitian yang akan
diajukan untuk HAKI

yang telah diparaf

Surat usulan pengajuan
hasil penclitian yang
akan diajukan untuk

HAKI yang telah diparaf




SOP
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Nomor SOP | w@. 801 ({5 ~ Gy - 2O&

Tgl. Disahkan

Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
Disahkan oleh ; KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN
Ir. SUGIHARDJO, M.Si.

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dasar Hukum

Cara mengatasi:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
tahun 2005-2025

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara

5. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31
Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses
Perencanaan di Lingkungan Departemen,;
Perhubungan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-
2025;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun
2015-2019;

1. Pelaksanaan penyusunan Renstra tingkat Eselon [ dan tingkat Eselon II
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2. Penyusunan Renstra dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat
Kementerian selanjutnya unit kerja di bawah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Reviu Rencana Strategis
2. SOP Penvusunan Rencana Kineria Tahunan

Peringatan

1. Penyusunan Rencana Strategis dilakukan setiap
lima tahun sekali;

2. Dokumen Rencana Strategis dapat dilakukan reviu
apabila terdapat perubahan kebijakan.

1. ATK
2. Komputer
3. Printer




SOP
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Nomor SOP ] KP. 301 (1] 5 —BLX - 1O

Tgl. Disahkan

Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
Disahkan oleh } KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
1P. 10610224 199203 1 001

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dasar Hukum

Cara mengatasi:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
tahun 2005-2025

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara

5. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31
Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses
Perencanaan di Lingkungan Departemen;
Perhubungan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-
2025;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun
2015-2019;

1. Pelaksanaan penyusunan Renstra tingkat Eselon [ dan tingkat Eselon I1
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan,

2. Penyusunan Renstra dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat
Kementerian selanjutnya unit kerja di bawah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Reviu Rencana Strategis
2. SOP Penvusunan Rencana Kineria Tahunan

Peringatan

1. Penyusunan Rencana Strategis dilakukan setiap
lima tahun sekali;

2. Dokumen Rencana Strategis dapat dilakukan reviu

apabila terdapat perubahan kebijakan.

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

MENYETUJUI :

Tanggal

-

Sekretaris Badan Litbang Perhubungan

RJ/B / wil

2 |Kapus Litbang Transportasi Antarmoda

L /%f/?(?{%

3 |Kapus Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

3/%/ 2018

4 |Kapus Litbang Transportasi Laut dan SDP

20/%8/2018

5 |Kapus Litbang Transportasi Udara

N BATE

2/0/5’/?0(8




Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
NO Uraian Kegiatan : Kabag RenKa Penyusun Ket
: gi Kepala Sekretaris Kapus dan Kabid PE Rencana dan Hahant Kelengkapan | Waktu Output
Badan Badan Litbang Kasubbid :
Puslitbang : Renstra
Puslitbang
Memben_kan instruksi kepac:la Sfekretans SOP, Nota dinas, ) ) o
1 |Badan Litbang untuk koordinasi Disbosisi 1 jam disposisi
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2
Sekretaris Badan Litbang menugaskan
Kabag Perencanaan dan Kerjasama untuk Surat
2 |mengundang para Kepala Pusat dan Kabid Undangan, 2 jam disposisi
PE guna pembahasan awal penyusunan Disposisi
Renstra Eselon |
Kabag Perencanaan dan Kerjasama dan
Kabid PE Puslitbang menugaskan
3 |Kasubbag Rencana/Kasubid Program dan Lembar disposisi| 1 jam disposisi
penyusun bahan untuk penyiapan bahan
dan penyusunan Renstra
4 |Menginstruksikan penyusun bahan
renstra untuk penyiapan bahan dan
mengkoordmasnk.an rencana kerja T erabardispasisi| 1 jam Aiaposist
pelaksanaan kegiatan penyusunan
Renstra di tingkat Eselon I dan Eselon II
dengan Kasubid Puslitbang
. Dok t
Menyusun bahan/data Renstra dan Nota dinas, . elmen; data
5 v : R 2 hari untuk bahan
persiapan koordinasi pembahasan Renstra surat undangan
Renstra
Melakukan pembahasan dengan setiap ‘J/ \l’
penanggung jawab di tingkat Eselon II Nota dinas, | Konsep Renstra
6 |Badan Litbang untuk penyusunan I surat undangan,| 3 hari tinslat Eselon T
Renstra di lingkungan Badan Litbang ST &

Perhubungan




Pelaksana Mutu Baku
; ! Kasubbag
NO Uraian Kegiatan - Kabag RenKa Penyusun Ket
Kepala Sekretaris Kapus dan Kabid PE Rencana dan Bahan Kelengkapan | Waktu Output
Badan Badan Litbang Puslitban Kasubbid R
; £ Puslitbang
Kasubag Rencana melaporkan kepada Nota din. Konsep Renstra
Kabagrenka terkait rencana kerja \v|/ © - . | tingkat Eselon II
7 5o laporan, Risalah | 1 hari ;
penyusunan Renstra di lingkungan Badan —, dan tingkat
Litbang Perhubungan I PECH Eselon I
E — ]
Memeriksa dan melaporkan kepada T rom—
Sesbadan Litbang selaku koordinator Nota dinas : P
; Z : . | tingkat Eselon II
8 |terkait rencana kerja penyusunan Renstra laporan, Risalah | 2 hari ;
s . dan tingkat
di lingkungan Badan Litbang rapat,
Eselon I
Perhubungan
Memeriksa dan menyetujui rencana kerja
9 |penyusunan Renstra di lingkungan Badan Lembar disposisi| 2 hari disposisi
Litbang Perhubungan
T 1 ]
Melakukan pembahasan dan 2 5 v .
: Nota dinas, . | Konsep Renstra
10 |merumuskan penyusunan Renstra di 3 hari :
. surat undangan, tingkat Eselon I
tingkat Eselon I I I |
Memeriksa dan menyetujui Konsep \L \l/ Nota dinas
Renstra Badan Litbang Perhubungan dan ’ . . -
11 g konsep surat 1 hari disposisi
menyetujui rencana penyusunan Renstra st el
di tingkat Eselon II | | 8
| [ |
2 N N
Menyusun konsep Renstra di Tingkat T —_— Konsep Renstra
12 |Eselon II dan finalisasi Renstra di Tingkat [ | SPT 841 3 hari disposisi Eselon I selesai
Eselon I disusun




Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
NO Uraian Kegiatan Kabag RenKa Penyusun Ket
Kepala Sekretaris Kapus e cahidipE | cncanaidan Bahan Kelengkapan | Waktu Output
Badan Badan Litbang Puslitban Kasubbid Renstra
g Puslitbang
Memeriksa dan menyetujui konsep \I/ Nota dinas, Renstra Esclon II Pi?frljeiijlilsln

13 |Renstra di tingkat Eselon II di tandai v v Konsep Renstra | 5, | tlahdittddan oo 00 nokat
dengan ttd dan paraf persetujuan konsep tingkat Eselon II Renstra Eselon I Eselon Il masin
Renstra tingkat Eselon I dan Eselon I telah di paraf masing &
Pembahasan Renstra Tingkat Eselon I tha (émas, Nata dinia

14 |bersama dengan Kepala Badan Litbang s;] rjscunR:EngI;, 2 hari Ris(;la.h lm s;;t
Perhubungan dan unit kerja terkait © Esl;lon 1 e
Melaporkan Renstra tingkat Eselon II Nota dinas Nota dinas Renstra Eselon

1 K dan k : :

15 t<.: ah ttd Kapus an conscp Renstra ; laporan, konsep | 2 hari | laporan tingkat II selesai
tingkat Eselon I hasil pembahasan akhir Renstra Eselon I Eselon I disusun
kepada Kepala Badan Litbang

; . L. . | Renstra Eselon I |Renstra Eselon I

16 |Menandatangani Renstra tingkat Eselon I ( ) d;:z:il;iz 2 hari ;T:hr?lisesfu?gi SZ;;SS; dis?usoliln




SOP
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Nomor SOP ] Ke. ol (1 /10 - BLT - 29I8
Tgl. Disahkan :

Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
Disahkan oleh : KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) K/L

Dasar Hukum

Cara mengatasi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
tahun 2005-2025

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31
Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses
Perencanaan di Lingkungan Departemen;
Perhubungan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-
2025;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran di Lingkungan Kementerian
Perhubungan

1. Harus memenuhi kelengkapan berkas data dukung yang ditentukan

2. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program per jenis belanja
berdasarkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan

3. Menetapkan sasaran kinerja untuk masing-masing Satuan Kerja (Satker)
dengan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja (Renja) K/L

4. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing Satker

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Reviu Rencana Strategis
2. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

|Peringatan
1. Apabila berkas persyaratan data dukung tidak
lengkap maka proses penyusunan RKAKL terhambat

2. Alokasi pagu anggaran setiap belanja harus sesuai
dengan pagu yang ditentukan oleh Kementerian
Perhubungan
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Pelaksana Mutu Baku
AiE ; LT - Kasubbag Penyusun :
NO i ‘U‘rnian Kegiatan Kepala Sekretaris ~ Kapus Kabag Renka Program dan Bahan Ket
= ) ; Bl dan Kabid PE Kelengkapan Waktu Output
Badan Badan Litbang Kasubbid |Program dan ; ;
Puslitbang ;
Puslitbang Anggaran
Kabag Program melaporkan .
kepada Pejabat Eselon 11 terkait R?S‘;:ﬁmas lta';'{"mn’ iﬁse&m‘t
7 |rencana kerja penyusunan RKA- Tenas, Sansel | i hest / ga
T 3 . RKA-K/L tingkat Eselon Eselon II dan
K/L di lingkungan Badan Litbang I tingkat Bselon I
Perhubungan
|
Memeriksa dan melaporkan ]
kepada Sesbadan Litbang selaku , Nota dinas laporan, Konsep RKA-
8 koordinator terkait rencana kerja Konsep RKA-K/L tingkat 2 hari K/L tingkat
penyusunan RKA-K/L di Eselon II dan tingkat Eselon Il dan
lingkungan Badan Litbang Eselon I tingkat Eselon I
Perhubungan
Memeriksa dan menyetujui Lembar disposisi,
rencana kerja penyusunan RKA- Konsep RKA-K/L tingkat ; : o
9 - .
K/L di lingkungan Badan Litbang Eselon.l dan Begkat | 0 dispostsl
Perhubungan Eselon |
Nota dinas, surat
dangan, Konsep RKA-
Melakukan pembahasan dan .
10 |merumuskan penyusunan RKA- K/L t%ngkat Eselon II 3 hari Ifonsep Renstra
K gt dan tingkat Eselon I, tingkat Eselon [
/Larimpes Belon | Dokumen Pendukung
(TOR, RAB)
Memeriksa dan menyetujui
Konsep RKA-K/L Badan Litbang :
11 |Perhubungan dan menyetujui ' . Mttty lsonsep 1 hari disposisi

rencana penyusunan RKA-K/L di
tingkat Eselon II

surat undangan




L iVIutu Baku

- ?glaksana
Kasubba Penyusun
NO Uraian Kegiatan Kepala Sekretaris Kapus LIV LR Program dgan Bayl:m Ket
Badan Badan Litbang |20 Kabld PE| -y o bbid |Program dan FeichERaran Waktils saguipat
£ Puslitbang B
Puslitbang Anggaran
Mereviu dan memeriksa konsep
RKA-K/L dan dokumen
pendukungnya di Tingkat Eselon II Surat undangan, SPT,
dan finalisasi RKA-K/L di Tingkat \l/ \I/ Draft RKAKL, Dokumen Konsep RKA-
12 |Eselon I dan memeriksa Pendukung (TOR, RAB), | 3 hari disposisi K/L Eselon [
kesesuaian pagu anggaran per Arsip Data Komputer selesai disusun
program per jenis belanja (ADK)
berdasarkan pagu anggaran | I
Kementerian Perhubungan
Memeriksa kesesuaian pagu
anggaran per program per jenis
belanja berdasarkan pa; -K/L j lon
angg:;].ran Kementerialxj‘l & Nota dinas, Konscp RKA1 Es(}fl}:ﬁ IIf{elah Pl?i?e?rtlsrsiﬁ:a
13 |Perhubungan dan menyetujui K/L tingkatEselonll | 5, | g ttd dan RKA- |  RKA-K/L
konsep RKA-K/L di tingkat Eselon dan Retlon. I, Diloinien K/LEselon | [tingkat Eselon II
Il di tandai dengan ttd dan paraf Feadaloung (ROR, Raw) telah diparaf | masing-masing
persetujuan konsep RKA-K/L
tingkat Eselon |
Pembahasan RKA-K/L Tingkat Nota dinas, surat
14 Eselon I bersama dengan Kepala undangan, konsep RKA- 2 hari Nota dinas,
Badan Litbang Perhubungan dan K/L Eselon I, Dokumen Risalah rapat,
unit kerja terkait Pendukung (TOR, RAB)
Melaporkan RKA-K/L tingkat
Eselon I telah ttd Igapusgdan s e Nota dinas RKA-K/L
15 |konsep RKA-K/L tingkat Eselon I komsep REA-R/ L Eselon| o ver | lposntingiat | Ession T eslen
hasil bah akhir kepad I, Dokumen Pendukung Exelo I di
asil pembahasan ir kepada (TOR, RAB) selon isusun
Kepala Badan Litbang ?
16 (Menandatangami BEA-RYL tiogleat @ Laporan diterima | 2 hari |RKAK/L Eselon Eself;{: I Izéllzzsax
Eselon I tahun depan I telah disetujui disngin
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Nomor SOP | ¥P.@ol /1717 - gL -2018

Tgl. Ditetapkan | 1F/ DESEMPBER - 201 B
Tgl. Revisi $
Tgl. Diberlakukan
Disahkan Oleh : KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara
Nomor 4840)

3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 814)

4 Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan
Standar Operasional Prosedur (Berita Negara Tahun
2017 Nomor 948)

1 Wajib dilengkapi kelengkapan berkas data dukung yang ditentukan

Keterkaitan Peralatan
1 Penelitian Perorangan 1 ATK
2 Penelitian Sedang Kelompok 2 Komputer
3 Penclitian Besar 3 Printer
4 Kegiatan Forum Komunikasi Kelitbangan 4 Jaringan Internet
5 Kamera

Peringatan

1 Apabila berkas persyaratan data dukung tidak
lenglkap maka proses pelaksanaan Forum Komunikasi
Kelithangan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
Litbang
Transportasi
Antarmoda/
NO Uraian Kegiatan Kepala Badan| Sekretari TR e, Kepala Bagian Kasubag Pengadmini Ket
| Perencanaan dan | Rencana dan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Litbang| KA/ Laut, Kerjasama Koz laanrs Ui
Sungai,
Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara
Mengintruksikan pelaksanaan
1 |Rapat Koordinasi Teknis ( } lembar disposisi 1 jam Disposisi
(Rakornis)
Mempelajari arahan Kepala
2 Bade.m dan memerintahkan rapat lembar disposisi  jam Disposisi
persiapan pelaksanaan Rapat
Koordinasi Teknis (Rakornis)
Menyelenggarakan Rapat
Surat lan, lembsz
3 |Persiapan Pelaksanaan Rapat | I | | | ] | I di:;?)siiisuh:rl}la:r:;;rl 2 Jam Notulen rapat
Koordinasi Teknis (Rakornis) v
Menyusun Konsep SK P
Konsep SK Tim Penyelenggara
4 |Pelaksanaan Rapat Koordinasi Notulen rapat 1 Jam p 4 B8

Teknis (Rakornis)

Kegiatan dan disposisi




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
Litbang
Transportasi
NO Uraia.n Kegiatan z : antarmoda/gl Kepala Bagian Kasubag Pengadmini Ket
Kepala Badan| Sekretaris Jalan dan Per dan | R e o Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Litbang| KA/ Laut,
Kerjasama Kerjasama Umum
Sungai,
Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara lll
Mengoreksi SK Pelaksanaan j Konsep SK Tim Konsep SK Tim Penyelenggara
5 |Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggara Kegiatan dan 2 Jam Kegiatan dan disposisi yang
(Rakornis) disposisi telah diparaf
— )
Mengoreksi SK Pelaksanaan Konsep SK Tim Konsep SK Tim Penyelenggara
6 |Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggara Kegiatan dan 2 Jam Kegiatan dan disposisi yang
(Rakornis}) disposisi yang telah diparafl telah diparaf
Menetapkan SK Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis) dan Memberikan
Arahan Terkait Kelengkapan Konsep SK Tim SK TIM Pelaksanaan Kegiatan
7 |Administrasi dan Menentukan ‘::’ Penyelenggara Kegiatan dan 1 Jam Rapat Koordinasi Teknis
Narasumber yang akan menjadi disposisi (Rakornis)
Pembicara pada Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis)
Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta,
Menyusun administrasi I:j Moderator, Pembicara dan Moderator, Pembicara dan
8 [penyelenggaraan Rapat Pembahas pada Pelaksaaan 1 hari Pembahas pada Pelaksaaan
Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis) (Rakornis)
Mengkoreksi Konsep Undangan Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta,
Peserta, Moderator, Pembicara Moderator, Pembicara dan Moderator, Pembicara dan
9 |dan Pembahas pada Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan 1 hari Pembahas pada Pelaksaaan

Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis)

Rapat Koordinasi Teknis

(Rakornis)

Rapat Koordinasi Teknis
{Rakornis) yang telah diparaf




Pelaksana Mutu Baku
‘Kapus
Litbang
Transportasi
! ; i Antarmoda/ Z 5
NO Uraian Kegiatan e |l TR F Ke_pala Bagian Kasubag Pengadmini Ket
| e kot geadar Perencanaan dan | Rencana dan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Litbang| KA/ Laut, : 2
X Kerjasama Kerjasama Umum
. Sungai, ; T
~ Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara
ME—
Menelaah Konsep Undangan Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta,
Peserta, Moderator, Pembicara Moderator, Pembicara dan Moderator, Pembicara dan
10 [dan Pembahas pada Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan 1 Jam Pembahas pada Pelaksaaan
Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis) (Rakornis) yang telah diparaf (Rakornis) yang telah diparaf
Menyetujui Konsep Undangan Konsep Undangan Peserta, Undangan Peserta, Moderator,
Peserta, Moderator, Pembicara | Moderator, Pembicara dan Pembicara dan Pembahas pada
11 |dan Pembahas pada Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan 2 Jam Pelaksaaan Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Teknis Teknis (Rakornis]
(Rakornis) (Rakornis)
Tanda Terima Pengiriman
e Konfirmasi Kehadiran Undangan dan Ceklist
;Aen@st:bu:’]ka]]a Undzngan dan Pembicara, Pembahas, Kehadiran Pembicara,
12 KC‘TJ”&E AL PRrdiElan g Moderator dan undangan 1 Hari Pembahas, Moderator dan
MC e a(;i)a: scgah Pembi pada Pelaksanaan Rapat undangan pada Pelaksanaan
SRZeandakan Banan, rem cara Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis
(Rakornis)
Konfirmasi Kesediaan " : b . ,
Mengkonfirmasi Kehadiran seb;gai Pembicara Konfirmasi Kesediaan sebagai
Pembicara, Pembahas dan T, Modcratorldan Pembicara, Pembahas,
13 IModerator pada Pelaksanaan N —— ’ada ——— 1 Hari Moderator dan undangan pada
Rapat Koordinasi Teknis Bl ace. Fe: = Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Teknis X
(Rakornis) {Rakornis) Teknis (Rakornis)
pene 2 Form Konfirmasi Kehadiran Konfirmasi Kehadiran
?erkt?o;dm;lst db:nian i’embl;ara, Pembicara, Pembahas, Pembicara, Pembahas,
14 | cimbanas dan Moderator pada Moderator dan undangan 1 Hari Mederator dan undangan pada

Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Teknis (Rakornis)

pada Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Teknis (Rakornis)

Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Teknis (Rakornis)




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
~ Litbang
‘Transportasi
| Antarmoda/ )
NO Uraian Kegiatan Kepala Badan| Sekretaris | Jalan dan- Kepala Bagian Kasubag | Pengadmini Ket
Per dan | R dan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Badan Litbang| KA/ Laut, % H
B Kerjasama Kerj a Umum
Sungai, -
Danau dan
Penyeberanga
- n/ Udara
§ I g 1 Ruang Perlengkapan
I [ l r ] | I I Kegiatan, Laptop, Projector, Notulensi, Kumpulan Materi
15 Pelaksanaan Rapat Koordinasi ATK, Pointer, Recorder, 1 Hari Rapat Koordinasi Teknis
Teknis (Rakornis) Camera, Handycam serta (Rakornis) dan Dokumentasi
Materi Rapat Koordinasi Kegiatan
Teknis (Rakornis)
Notul i, K lan Materi
Penyusunan Konsep Laporan otulenst, KMmpuan Maten Konsep Laporan Pelaksanaan
Sy . Rapat Koordinasi Teknis 3 ¢ i
16 |Pelaksanaan Rapat Koordinasi : : 3 Jam Kegiatan Rapat Koordinasi
. : (Rakornis) dan Dokumentasi . .
Teknis (Rakornis) 3 Teknis (Rakornis)
Kegiatan
K L Pelak
Memeriksa Konsep Laporan Konsep Laporan Pelaksanaan ansep aporan pela sf'mazlm
. ¢ i S 2 7 Kegiatan Rapat Koordinasi
17 |Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Rapat Koordinasi 2 Jam s 4
7 : 5 < Teknis (Rakornis) yang telah
Teknis (Rakornis) Teknis (Rakornis) i
diparaf
—J
Menclash Konsp Lapran fori e
18 |Pelaksanaan Rapat Koordinasi it 4 1 Jam - p

Tecknis (Rakornis)

Teknis (Rakornis) yang telah
diparaf

Teknis (Rakornis) yang telah
diparaf




Mendistribusikan Laporan

Laporan Pelaksanaan

Tanda Terima Laporan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Teknis (Rakornis)

dan Memberikan arahan disposisi

Koordinasi Teknis (Rakornis)

19 |Kepada Kepala Badan Litbang Kegiatan Rapat Koordinasi 1 Jam
Perhubungan Teknis (Rakornis)
Menerima Laporan Pelaksanaan Tanda Terima Laporan

20 |Forum Komunikasi Kelitbangan Pelaksanaan Rapat 1 Jam

Disposisi Lanjutan
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Nomor SOP KW.gol /1 /15 - BLT -2012
Tgl. Ditetapkan \Z£- DESEM -

Tgl. Revisi

Tgl. Diberlakukan

Disahkan Oleh

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN

GIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

SOSIALISASI HASIL PENELITIA!

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan IPTEK

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 44 Tahun 2017

4 Peraturan Menteri Perhubungan 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan
Standar Operasional Prosedur

1 Wajib dilengkapi kelengkapan berkas data dukung yang ditentukan

Keterkaitan Peralatan
1 Pelaksanaan Penelitian Perorangan 1 ATK
2 Pelaksanaan Penelitian Sedang Kelompok 2 Komputer
3 Pelaksanaan Penelitian Besar 3 Printer
4 Jaringan Internet
5 Kamera

Peringatin

1 Apabila berkas persyaratan data dukung tidak
lengkap maka proses pelaksanaan Forum Komunikasi
Kelitbangan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
Litbang
Transportasi
Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag Ay
NO Uraian Kegiatan Sekretaris Pengadmini Ket
£ Kepala Badan Badan Jalan dan Data, Hubungan Hubungan et Kelengkapan Waltu Output
Litbang Litban KA/ Laut, Masyarakat dan Masyarakat TaEs
£ Sungai, Publikasi dan Hukum
Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara
1 Mengintruksikan pelaksanaan Surat usulan lembar 1 o Biaposisi
Sosialisasi Hasil Penelitian ( )’ disposisi
Mempelajari arahan Kepala I::I
Badan dan memerintahkan rapat surat usulan, lembar . . _—
2 : 2 i 1 jam Disposisi
persiapan pelaksanaan disposisi
Sosialisasi Hasil Penelitian
Menyelenggarakan Rapat
3 |Persiapan Pelaksanaan ' I , | I | l ’ | | surat usu;iasn. Z?Qan rapat, 2 Jam Notulen rapat
Sosialisasi Hasil Penelitian pe
Menyusun Konsep SK :
K Tim Penyel
4 |Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Notulen rapat 1 Jam Konpep S5 Lim. Renyelengrers

Penelitian

Kegiatan dan disposisi




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
Litbang
Transportasi ¢
Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag :
Sekretari
No Uraian Kegiatan Kepala Badan eBa:Ia.nr > Jalan dan | Data, Hubungan | Hubungan Pengt::ninni T Ton B iy ontae L
Litbang Litban KA/ Laut, Masyarakat dan Masyarakat ; 2 Bl btk
£ Sungai, Publikasi dan Hukum I
Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara
Mempelajari SK Pelaksanaan j Konsep SK Tim Konsep SK Tim Penyelenggara
5 pCa 5 i Penyelenggara Kegiatan dan 2 Jam Kegiatan dan disposisi yang
Sosialisasi Hasil Penelitian = di i télahi diparaf
isposisi
T
Konsep SK Tim Konsep SK Tim Penyelenggara
Menelaah SK Pelak
6 S:;:;lia:asi Has(i?l E;,;:?i;::; Penyelenggara Kegiatan dan 2 Jam Kegiatan dan disposisi yang
disposisi yang telah diparaf telah diparaf
Menetapkan SK Pelaksanaan
Sosialisasi Hasil Penelitian dan
Memberikan Arahan Terkait K SK Ti
- Kelengkapan Administrasi dan Pei eler?ns:lz\ Ke ila[:lan — 1 Jam SK TIM Pelaksanaan Kegiatan
Menentukan Narasumber yang di yos' _gga telih el Sosialisasi Hasil Penelitian
akan menjadi Pembicara pada 1Sposisl yang P
Pelaksanaan Sosialisasi Hasil
Penelitian
Menyusun administrasi l:' Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta,
8 |penyelenggaraan sosialisasi Moderator, Pembicara dan 1 hari Moderator, Pembicara dan
penelitian Pembahas pada Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan
Sosialisasi Hasil Penelitian Sosialisasi Hasil Penelitian
Mengkoreksi Konsep Undangan | Konsep Undangan Peserta, }::)r;scitUnd;nﬁi?c::;iﬁi.
9 Peserta, Moderator, Pembicara Moderator, Pembicara dan ) oderator, re
1 hari Pembahas pada Pelaksaaan

dan Pembahas pada Pelaksaaan
Sosialisasi Hasil Penelitian

Pembahas pada Pelaksaaan
Sosialisasi Hasil Penelitian

Sosialisasi Hasil Penelitian
yang telah diparaf




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
Litbang
Transportasi
: Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag
RO Uraian Kegiatan Kepala Badan Se:r LR Jalan dan | Data, Hubungan | Hubungan e Pt Ket
adan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Litban KA/ Laut, Masyarakat dan Masyarakat R
£ Sungai, Publikasi dan Hukum
Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara
I
Konsep Undangan Peserta, Konsep Undangan Peserta
Menelaah K Und I i ;
Pesr:'taa Mog;::tir gezlrll:ﬁ::ra Moderator, Pembicara dan Moderator, Pembicara dan
10 din Per;lbahas ad,a Pelaksaaan Pembahas pada Pelaksaaan 1 Jam Pembahas pada Pelaksaaan
Sosialisasi Hasiilj Penelitian Sosialisasi Hasil Penelitian Sosialisasi Hasil Penelitian
yang telah diparaf vang telah diparaf
Menyetujui Konsep Undangan Konsep Undangarnx Peserta, Undangan Peserta, Moderator,
A Moderator, Pembicara dan
Peserta, Moderator, Pembicara ! Pembicara dan Pembahas pada

11 Pembahas pada Pelaksaaan 2 Jam A ;
dan Pembahas pada Pelaksaaan e : i Pelaksaaan Sosialisasi Hasil
Sosialisasi : 2 Sosialisasi Hasil Penelitian -

osialisasi Hasil Penelitian yantelatrdiparal Penelitian
M i ; Form Kesediaan sebagai
endistribusikan Undangan dan Undangan Peserta, Pembi Pembah
Penyiapkan Peralatan dan Moderator, Pembicara dan . e T ]

12 |, 3 1 Hari Moderator dan undangan pada
Kelengkapan serta e Pembahas pada Pelaksaaan Pelaksanaan Sosialisasi Hasil
Menggandakan Bahan Pembicara Sosialisasi Hasil Penelitian ® ﬂPcncliZIar: SR

i i Form Kesediaan sebagai Form Kesediaan sebagai
Berkoordinasi d Pemb ; g ¢
Pembahas da; ;2%2:&;:_“ ;gzra Pembicara, Pembahas, Pembicara, Pembahas,
13 Pelilesaiann Sesialisasi H:sil Moderator dan undangan 1 Hari Moderator dan undangan pada
Penelitian pada Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi Hasil
Hasil Penelitian Penelitian yang telah diisi
Mengkenfitmasi Kehadiran Form konfirmasi Kehadiran From Konfirmasi Kehadiran
Pehbichra. Perbahas dai I Pembicara, Pembahas, Pembicara, Pembahas,
14 ! Moderator dan undangan 1 Hari Moderator dan undangan pada

Moderator pada Pelaksanaan
Sosialisasi Hasil Penelitian

pada Pelaksanaan Sosialisasi

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Sosialisasi Hasil
Penelitian yang telah diisi




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
Litbang
Transportasi
Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag i
S
o] Uraian Keglatan Kepala Badan Shacearls Jalan dan | Data, Hubungan | Hubungan Eengadimin S Ket
Badan strasi Kelengkapan Waktu Qutput
Litbang Litban, KA/ Laut, Masyarakat dan Masyarakat g ; ;
2 Sungai, Publikasi dan Hukum
Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara
Ruang Perlengkapan
R , Kegiatan, Laptop, Projector Notulensi, Kumpulan Materi
Pelaksanaan Sosial Hasil 3 ! 4 ! ;
14 e ialisasi Hasi | _I | | | | I | | | ATK, Pointer, Recorder, 1 Hari Sosialisasi Hasil Penelitian dan
| l ‘ | Camera, Handycam serta Dokumentasi Kegiatan
Materi Sosialisasi Hasil
Penyusunan Konsep Laporan [ Notulensi, Kumpulan Materi Konsep Laporan Pelaksanaan
15 [Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Sosialisasi Hasil Penelitian 3 Jam Kegiatan Sosialisasi Hasil
Penelitian dan Dokumentasi Kegiatan Penelitian
Memeriksa Konsep Laporan Konsep Laporan Pelaksanaan Konsep Laporan Pelaksanaan
16 |Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Kegiatan Sosialisasi Hasil 2 Jam Kegiatan Sosialisasi Hasil
Penelitian Penelitian Penelitian yang telah diparaf
——
Menelaah Konsep Laporan Konsep Laporan Pelaksanaan Konsep Laporan Pelaksanaan
17 |Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Kegiatan Sosialisasi Hasil 1 Jam Kegiatan Sosialisasi Hasil

Penelitian

Penelitian yang telah diparaf

Penelitian yang telah diparaf




Pelaksana Mutu Baku
Kapus
Litbang
Transportasi
s Antarmoda/ Kepala Bagian Kasubag -
No Uraian Kegiatan Kepala Badan SRSHERD Jalan dan Data, Hubungan Hubungan Bengedin Ket
Badan strasi Kelengkapan Waktu Output
Litbang Litban KA/ Laut, Masyarakat dan Masyarakat Uil
: E Sungai, Publikasi dan Hukum
Danau dan
Penyeberanga
n/ Udara
]

Menyetujui Konsgp.Lap.oran. Konsep Laporar) P.’elal.tsanﬂ.an Laporan Pelaksanaan Kegiatan

18 [Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Kegiatan Sosialisasi Hasil 1 Jam R : o
i L Sosialisasi Hasil Penelitian

Penelitian Penelitian

Mendistribusikan Laporan Laporan Pelaksanaan Tanda Terima Laporan
19 |Kepada Kepala Badan Litbang Kegiatan Sosialisasi Hasil 1 Jam Pelaksanaan Sosialisasi Hasil

Perhubungan Penelitian Penelitian

Menerima Laporan Pelaksanaan Tanda Terima Laporan
20 |Sosialisasi Hasil Penelitian dan ( ) Pelaksanaan Sosialisasi 1 Jam Disposisi Lanjutan

Memberikan arahan disposisi

Hasil Penelitian




SOP
BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Nomor SOP ] W@. 301 (1 [8& - GLT - 201
Tgl. Ditetapkan :
Tgl. Revisi

Tgl. Diberlakukan

Disahkan Oleh

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. SUGIHARDJO, M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

TATA CARA PENGAJUAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Dasar Hukum:

Cara mengatasi:

1.

Peraturan Presiden No.24 tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara

. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Standard Operational Procedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan

. Peraturan MENPAN No. PER/15/M.PAN/7/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Publik

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 12 tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Tatalaksana (Business Process)

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 tahun 2013 tentang

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian

Kerja Sama di lingkungan Kementerian Perhubungan

1.

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Tingkat
Eselon I dan tingkat Eselon II ataupun Pejabat yang ditunjuk
dilaksanakan sesuai kesepakatan yang tercakup dalam Dokumen
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2, 2. Komputer/ Printer | Scanner
3. 3. Jaringan Internet
4. Kamera
Peringatan:

1.

Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara 2 (dua)
pihak atau lebih dengan maksud untuk memadukan tugas
dan fungsi masing-masing agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna yang memuat kesepakatan-kesepakatan
antara kedua belah pihak, tetapi tidak memuat ketentuan-
ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi
kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat
anatar 2 (dua) pihak atau lebih, atau yang merupakan
tindak lanjut dari kesepakatn bersama dan memuat Hak
dan Kewajiban/ Ketentuan-ketentuan yang menimbulkan
akibat hukum bagi Para Pihak.




NO

- Uraian Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Menteri
Perhubungan

Sekretaris
Jenderal

Kepala Badan
Litbang

Sekretaris

Badan

Kepala Biro
Hukum

Kepala Biro
Kerjasama

Kapus Litbang
Transportasi

Kepala Bagian
Perencanaan
dan Kerjasama

Kepala
Subbagian
Rencana
dan
Kerjasama

Kasubbid
Kerjasama
Puslitbang

Staf
Kerjasama

Kelengkapan Waktu

Output

Het

menginstruksikan
pelaksanaan kerja sama
Badan Litbang
Perhubungan

D

menginstruksikan
penyiapkan bahan dan
prakarsa rencana kerja
sama berikut konsep MoU
dan PKS

surat disposisi

menyiapkan dan
menghimpun bahan dari
masing-masing Puslit
terkait Prakarsa dan
Permohonan Persetujuan
Kesepakatan Bersama
disertai Kerangka Acuan

30

surat disposisi .
2 po menit

surat disposisi

memberikan arahan
penyiapan bahan Prakarsa
dan Permohonan
Persetujuan Kesepakatan
Bersama disertai Kerangka
Acuan

30

surat disposisi ’
menit

surat disposisi

merencanakan dan
mengkoordinasikan
penyiapan bahan Prakarsa
serta Permohonan
Persetujuan Kesepakatan
Bersama disertai Kerangka
Acuan

surat disposisi | 2 jam

Paraf para
Kabag/ Kabid di
setiap TOR dan

RAB




Pelaksana Mutu Baku
= Kepala
NO|  Uraian Kegiatan Mentert | neyrotarist | Kopala Badun |[BSekectarist | KepaiaBiro | Kopala Bire | Kapus Litbangi| P sbacian |AEbbE LIRS Y KAssEe staf | Ket
: i Perencanaan Rencana Kerjasama Kelengkapan Walktu Output
Perhubungan Jenderal Litbang Badan Hukum Kerjasama | Transportasi e e a Puslitbang Kerjasama
. Kerjasama
mengkompilasi data dari
Satker / unit kerja
(Puslitbang, Subbag)
untuk menyiapkan bahan 2 s . | bahan MoU/PKS
6 surat disposisi 3 har
Prakarsa dan Permohonan 2 sp * L dan TOR
Persetujuan Kesepakatan
Bersama disertai Kerangka
Acuan
menyusun bahan Prakarsa l l 1. ATK
dan Permohonan 2. Komputer
7 |Persetujuan Kesepakatan | I | | . 2 jam surat
Bersama disertai Kerangka 3. Printer
Acuan
memeriksa dan
melaporkan bahan nota dinas
8 Prakarsa dan Permohonan . dilampirkan
Persetujuan Kesepakatan surat Ljam | yonsep draft
Bersama disertai Kerangka MOU/PKS
Acusan, [ T T T |
nota dinas
9 Rap_nat F_)cmbah'asan draft | dilampirkan 2 jam | draft MOU/PKS
Perjanjian Kerjasama konsep draft
] MOU/PKS
t 1 1 1 1 T
Persetujuan surat
10 |Prakarsa kerjasama dan draft MOU/PKS | 2 jam surat
konsep perjanjian
kerjasama
1. bahan
Mengirimkan Prakarsa dan MoU/PKS dan
Permohonan Persetujuan TOR
Kesepakatan Bersama = surat
11 2 jam
disertai Kerangka Acuan 25 ATK ) permohonan
yang ditujukan kepada 3. Komputer
Menteri Perhubungan 4. Printer




NO

Urajan Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Menteri
Perhubungan

Sekretaris
Jenderal

Kepala Badan
Litbang

Sekretaris
Badan

Kepala Biro
Hukum

Kepala Biro
Kerjasama

Kapus Litbang
Transportasi

Kepala Bagian
Perencanaan
dan Kerjasama

Kepala
Subbagian
Rencana
dan
Kerjasama

Kasubbid
Kerjasama
Puslitbang

Staf
Kerjasama

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

12

Menteri melalui Sekretaris
Jenderal menugaskan Biro
Hukum Sckretariat
Jenderal untuk
mengkoordinasikan
pembahasan dan
penelaahan dengan unit
kerja terkait terhadap usul
prakarsa Kesepakatan
bersama tersebut

surat
permohonan

2 hari

rumusan
MoU/PKS dan
TOR

Persetujuan dan
menginstruksikan Kepala
Biro Hukum dan Kepala
Biro Kerjasama untuk
melakukan pembahasan
dengan Badan Litbang

rumusan
MoU/PKS dan
TOR

2 hari

rumusan
MoU/PKS dan
TOR disetujui

14

menginstruksikan dan
mengkordinasikan
pembahasan kesepakatan
Bersama antara Badan
Litbang dengan Pihak yang
diajak kerja sama

rumusan
MoU/PKS dan
TOR disiapkan

1 hari

dokumen
MoU/PKS dan
TOR

Menginstruksikan untuk
penyiapan dokumen
kerjasama dan persiapan
acara penandatanganan

undangan

2 hari

undangan

16

Menyiapkan draft
MOU/PKS sesuai hasil
pembahasan serta
persiapan acara
penandatanganan
kerjasama.
Mengkoordinasikan
dengan pihak terkait

dokumen
MoU/PKS yang
telah
ditandatangani

2 jam

laporan
pelaksanaan
kegiatan
penandatangana
n




d ueue3ue)
ueydistelp epueuad wereEsy wuetode] o
ueyerdoy uref | veeuesyead mnyaAusp uep ewIdUIN 4
ustinzop uesode|

uefunqnytad LuIW

epedoy uelode[ unsniuaw
ey | uep ueueduejepueuad 61

|1Sey BwLIdUdN

ewesel19y veSuejepueuad

[isey ueeuesyead
urel ¢ _ _ _- _ uerode unsnfusw uep| g1

< uerfuefiad psey uownop

ynanpas undunyduap

Ipey Inin ynjun

ueuedue) ey Jued yeyrd ynunjas
ey 1 epuruad uejerdoy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — Suepunfuow uepeqey| 21

g ueeuesyefad 7 7 T T T + ‘ueueduejepueuad

uezode] R_J eIeOE UBRUESHERR

ewesel1ay) :
Sueqynsnd uep ewesef1ay uep oo
vwesel1oy yseprodsuer]l, | ewesefroy wnynH uepeg Bueqyry [eIapuap uedunqnyiag
anding nyprem nedeyFusey - epwmesel1ay euBoUIY ueenEduaIad | oo vt eredosy | orrg ereds v 1 wepeg ereda: e1on[0g aus
5 jes praqusey ueideqqus | werdeg eredoy 9T ey | ollg B[eda}y m Teday] : SHEejaag PEH B[BdaY | SHEIILY |+ uuuwﬁ.uuvm.uuuﬁb ON
ereday
nyeq nInu euesye[ad




